BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konfigurasi Politik yang terjadi pada perubahan Undang-
undang MD3 No. 17 Tahun 2014 memang hasil dari
kepentingan golongan dan kelompok partai salah satunya
preubahan mengenai cara pemilihan ketua DPR Pusat yang
menggunakan sistem pilih. Pada saat pemilu tahun 2014
terdapat dua koalisi yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) dan
Koalisi Indonesia Hebat (KIH), lalu terpilinlah PDIP dari KIH
sebagai partai pemenang kursi terbanyak di pemilihan tingkat
pusat. Namun, karena adanya perubahan UUMD3 itu pemilihan
Ketua DPR berdasarkan sistem pilih dan berdasarkan koalisi
terbanyak maka terpilihlah Golkar untuk duduk di kursi ketua
DPR RI yang saat ini diisi oleh Setya Novanto.

2. Indonesia menganut sistem demokrasi yang artinya kedaulatan
ada ditangan rakyat. Adanya perubahan ini, mencederai
keputusan yang telah rakyat berikan pada saat pemilu. Namun,
walaupun demikian politik itu bersifat dinamis yang selalu
berubah-ubah keadaannya. Selain itu juga DPR memiliki hak
legislasi, jadi sah-sah saja apabila ia mengubah perundang-
undangan tersebut dan sebagai lembaga pelaksana DPRD hanya
bisa menerima dan menjalankannya.

3. Jika ditinjau dari sudut pandang pembelajaran demokrasi atau

politik yang harus memberikan pembelajaran yang konsisiten.
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Artinya Undang-undang tersebut dibuat tanpa
mengesampingkan nilai-nilai demokrasi.

4. Perubahan UUMD3 yang terjadi pusat, tidak mempengaruhi
komposisi alat kelengkapan di DPRD Provinsi.

5. Hukum demokrasi dalam artian benar atau salah tegak atas
pijakan suara mayoritas secara mutlak, sedangkan hukum dalam
syura tegak atas dalil-dalil syariat, dan tidak mutlak pada suara

mayoritas.

B. Saran

1. Melihat banyaknya permasalahan, hanya demi memperoleh
kursi jabatan kepemimpinan, maka seharusnya para pejabat
negara harus mengubah pola pikirnya. Karena sebagai dewan
yang mewakili rakyat mereka harus merangkul, mendengarkan
aspirasi dari rakyat tapi memikirkan kedudukannya nanti seperti
apa.

2. Agar masyakat tidak apatis dengan politik yang ada saat ini,
sekiranya para pejabat tersebut mengadakan atau memberikan
pembelajaran yang baik dalam pemerintahnnya atau bisa juga
mengadakan seminar-seminar ke Sekolah-sekolah atau
Perguruan Tinggi tentang nilai demokrasi, Good Goverment dan
nilai-nilai pancasila atau tentang Pemilu.

3. Adanya lembaga yang mengontrol Undang-undang yang di buat
oleh DPR, agar masalah yang berkaitan dengan adanya unsur
kepentingan golongan atau parpol tidak menjadi gejolak yang

terjadi pada saat pemilu tahun 2014.
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